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MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM 

PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 

BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

ABSTRAK 

(Ananda Fajri Ramadhan 1710112021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 

Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 85 Halaman, 2021) 

Amanat dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dari amanat UUD 1945 

tersebut direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa adanya Komponen Cadangan. 

Kemudian, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menjadi 

landasan pembentukan Komponen Cadangan yang bersifat sukarela dan untuk 

bergabung dengan Komponen Cadangan maka wajib mengikuti Pendidikan 

Militer selama 3 bulan. Tulisan ini membahas dua rumusan masalah, Pertama, 

bagaimana pengaturan terkait penerapan Pendidikan Militer bagi mahasiswa 

ditinjau dari perspektif perundang-undangan? Kedua, bagaimana penerapan yang 

ideal bentuk Pendidikan Militer bagi mahasiswa di Indonesia? Untuk dapat 

membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis 

normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Dari penelitian dan pembahasan 

yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama, Pengaturan terkait 

dengan Pendidikan Militer bagi mahasiswa ditinjau dari perspektif perundang-

undangan diawali oleh Amanat dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu, Amanat tersebut diwujudkan 

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20019 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Sebelum menjadi anggota 

Komponen Cadangan maka harus mengikuti yang namanya Pendidikan Militer. 

Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti Pendidikan Militer diperbolehkan karena 

termasuk dalam program Kampus Merdeka-Merdeka belajar yang dirancang oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan status Mahasiswanya tidak akan hilang. 

Kedua, Penerapan yang ideal Pendidikan Militer bagi mahasiswa diwujudkan 

dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan. Dengan adanya 

kurikulum ini maka Pendidikan Militer ini memiliki standar yang jelas dan 

terkesan telah dipikirkan secara matang. 


